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Gender  studies are wof basicly  purposed  fo make (e
siwudarivy of the posifionr between women and men. The conscionsimess
ahont the fmporianee of gender gguality for weeen wmase be follewed
by povernmen! consgipusnesy fo credte marviage faw that can reflect
equality of right and obligaion between women amd men in family
hewnd. The prablent af this FENEEITT Mo far does the lan
No, I, 1974 reflect gender perspeciive,

The research iy dmplesented by wsing with socio. legal
revearch approach. The result of thiv rescarch poiws o that e
avticle of which fownd in the fovw woo 1 1974 wre lesy gender
perspective, they are in 3, 4, 11, 31, 39 articles.

1. Perulahuluan

mendefinisikan perkawinan dan
sel [umgsingnyva dimana perka-
winan  merupakan  legitimasi
terhadap pela pengasuhan anak,
legitimasi mengenal siapa yang
bertangpung  jawabh  terhadap
pengaschan anak (Afrizal @ 1998

F)" erkawinan  adalah  suatu
A peristiwa yang sangar penting
dalam  kehidupan  masyarakat,
sebab  perkawinan  tidak  haoya
menvangkut perempuan dan Jaki-
laki bakal mempelal saja. tetapl
orang  tua  kedua  belah  pikak,

saudara-sandara bahkan keluarga-
keluarga  mercka.  Sering ki
dengar  dari masyarakal  bahwa
vang kawin sesungguhnya kelearga
denpan keluarpa. Gowgh dan Leach

. 8)

Menurut *asal l
Undang-undang Mo, | Tahun
1474 tentang Perkawinan, vang

dimaksud  perkawinan  adalah
e
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“Tkatan lahir batin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai
supmi - tsteri  dengan lujuan
membentuk  kelvarga  (rumahb
langpa) vang babagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan  Yang
Viaha Esa™.

Dalam Undang-undang ™Mo,
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
terkandung  tujuan perkawinan
vaitu  membenick  kelearga  vang
bahagia dan kekal. Untuk ity suzmi
isteri perlu saling membantu dan
melengkapt  agar  masing-masing
dapat  mengembangkan  kepriba-
dismnya  membantu dalum men-
capal  kesejahterasn spiritual dan
materil,  sesual  dengan  tujuan
perkawinan  yang  ingin - men-
ciptakan suatu  bentuk  keluarga
vang harmoniz, Hal itw ditegaskan
lagi dalam Pasal 31 vang berbunyi:
a. Hak dan kedudukan ister

adalah seimbang dengan hak
dan kedudukan suami dalam
kehidupan rumab tangga dan
perpaulan hidup  bersama
dalam masyarakat.

b. Masing-maszing pibak berhak
unluk  melakukan  perbuatan
bukum.

Namun dalam  prakieknya
tidak jarang hal sebaliknva. Apa
vang tertuapg  dalam  Pasal 31
Undang-undang Mo, 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dengan vang
terjadi  dalam  masyarakat tdak
selalu  sejalan. Dalam  beberapa

a4

kasus  percerian  pergimpuan
selalu dirugikan, hal il terlihat
dart  beberapn bentuk per-
kawinan vang tidak harmonis
Khusus untuk perkawinan vang
tidak harmonis akan imbul apa
vang disebut dengan perselisihan
vang lerjadi antara individo yang
ditkat oleh suale perkawinan.
Konflik atau perselisihan yang
terfadi dalam sebuah perkawinan
adakalanya  dapat  diselesaikan
nada lingkunpgan intern keluarga,
tidak  jarang  terjad
penvelesaian &7 penpadilan dan
berakhir dengan suatu perce-
FATEN.

FIELITILLY

Perceraian merupakan
indikasi kegagalan suvami isteri
membentuk suate keluarpa yang
bahagia sesual dengan  lujuan
perkawinan. Dt Sumatera
Barat selama Tahun [997 telsh
terjadi sebanyak
#4 % dari jumlah pemikahan
sehesar 34381 orang. Sementara
padz Tahun 1998 schanyak 2.7

PErCETATAN

% dari iotal  orang  nikah
sebanyak LY arang,
melakukan  perceralan. Daersh

vang iingkat perceraian  yvang
paling tinggi pada Tahun 1997
adalah Kota Padang
schanvak 271 kasus dan vang
paling rendal vaitn Kabupalen
Agam sebanyvak 43 kasus,
Sementara  itu Tahun 1998
dagraly vang kasus perccraiannya
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tinggi  wvailu  Kabupaten  Salok
sebanyak 171 kasus dan  vang
paling  rendah Kota Padang

Panjang vaitu 13 kasus. {Sumber :
Kanwil Depag. Sumbar 1997).

[Jart data mengena
perceraian lersebut terdapat banyak
faktor-faktor penyebab perceraian.
Faktor-fakior tersebut antara lain
adalah  faktor ckonomi, faktor
moral,  fakier  dimado,  faklor
hivlogis, faktor pihak ke 3 dan lain
sebagainya. Dar berbagal faktor
penvebab perceraian tersebut faktor
ckonomi merupakan faktor
penvebab  wvang paling menonjel.
Oleh karena 1 tilak
mengherankan apabila kebanyakan
perceraian vang terjadi merupakan
ceral gugat. Ceral  gugat
ougatan datang dari pihak istert.

Gambaran tersebut menun-
jukkan  adanya perubaban  dari
faktor penyebab pesceraian zpabila
dibandingkan dengan hasil pene-
litian vang pernah dilakukan olch

vailu

Departemen  Pendidikan  Dan
Eebuwlayaan pada Tahon 1977,
hasil penelitian Departenzen

Pemliclikan dan Kebudayaan pada
Tahun 1977 menunjukkan bahwa
perceraian biasanya terjadi karcna
ridak terdapat keserasizn  dalam
keluarga baiih yang baru terbentuk
na. Penyebab utama pereerman
adalah  tidak  adanya  saling
pengertian diantara suami isteri dan
keluarga kedua belal pthak, Tika

Jpnal Angropologi V772004

Homairanrall

terjadi pETCeTAIAN LT

melakukan salah sotn dari dua

cara vaitu ;

a. Mengembalikan 1stert sceara
baik-baik kepada keluargnya
dan suami tidak pulang lagi
Kervmali isterinva.

. Mengirim surat corsl kepada
isterinya  dan suami tidak

pulang fagi keremah
isterinva  (dalam  Thalih,
1596,

Banvaknya ceral gugalan
memberikan  gambaran  hahwa
sebenarnya  perempuan lebih
banyak  ditelamarkan dalam
hubungan  suami  isien dalam

keluarpa. Becara umum percm-
puan  banyak vang  dirugikan
dalam ikatan perkawinam
tersebul  karema  selain secara
ehonomi  dalam wakiu lama
perempuan tidsk diberi natkah,
dalam sugal, perempuan
juga tidak mendapatkan nafkah
dari bekas  suaminva  setelzb
bercerat.

Kondist tersebut menun-
jukkan  bahwa  kedudukan
perempuan dalam keluarga pada
dasarnya sangal lemah baik dari
segi ekonomi  maupun dalam
hubunzan antara suami  isteri
datam  keluarga.  Kedudukan
perempusn  scakan-akan  akan
sangat lergantung pada kemam-
puan ckonomi laki-laki. Ketika
kemampuan ckonomi  laki-laki

ceral
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FETILTLN akarn menyebahkan
kesenpsaraan perempuan sehingpa
mendorong  perempuan  menuntut
ceral pugat. Mal ipi juga berani
balwa  pembagian ECCra
seksual vang diatur dalam Undang-
undang Mo, 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan  vang  menekankan
fungst laki-laki sebagal  pencan
nafkah uama  justro merepakan
faktor vang menyvebabkan ketidak-
berdayzan percrmpuan,

Undang-undang
pap Moo 1 Tabhun 1974 tentang
Perkawinan  merupaxan  salah
schuall  aluran  yang  mengaur
kehidupan perkawinan suami isteri.
Sebapai scbuah aturan, Undang-
undang  terscbul  mengikat  bagi
kehidupan perkawinan suami steri.
¥Keharmonisan  keluarga  dengan
demikian  juga  terpantung  pada
Lekualan dan kemampuoan Lndang-
undang tersebut dalam mengatur
hak <an kewajiban suami isteri
dalam keluarga. Apa yang lelah
ditelapkan dalam Undang-undang
tersebul menjadi szlah salu acuan
bagi suami isterl dalam mengatur
kehidupan keluarga.

Eondisi  dan  pandangan
masvarakal  terhadap  hubungan
anlar suami isteri dalam keluarga
sekarang imi sedang mengalami

bra i
ﬂ.l_l._!--:..

Perkawi-

perubahan.  Semenjak  kesadaran
perempan untuk memper-
Juangkan keselaraan gender
meningkat, erbagzal oerakan

g%

perempuan bermunculan. Lem-
hapa-lembaga Swadaya Masya-
rakal  yang  bergerak  untuk
ntelakukan  advokasi  techadap
peramplan serta pusiat-pusal
Studi Wanita banyvak  bermun-
culan.  kondisi  terscbul  mau
tdak maw memaksa pemerintah
untuk memperhatikannya, Untuk
iu dalam Pemerintah Orde Baru
kemudian  «ibentuk  Menteri
Meoara Urusan Wanita demikian
juga dalam Pemerintaban Orde
Reformasi saat ini juga terdapat
Menteri Negarn  Pemberdayaan
Perempuan.

Kesadaran  akan  pen-
tingnva kesctaraan gender bagi

kaum  wanita  harus  diikuen
dengan kesadaran aparat peme-
rintah untuk menciptakan
Undang-undang Perkawinan
vang  dapat | mencerminkan

kesetsraan hak-hak dan kewa-
jiban antara kawm laki-lake dan

perempuan dalam ikatan
keluarca,  Prasvarat  lersebut
zangat  diperlukan  mengingat

Undang-undang Perkawinan me-
rupakan aturan formal yang akan
menjadi pecgangan dalam
menjalankan ikatan perkawinan
antara  suami  Ister
keluarza.

thalam
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2. Undang - Undang No, 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan

'I< eseluruhan kaidal ! norma-
LA norma hukum vang me-

nyangkut prosedur alay 1ata cara
vang harus diperhatikan, demikian
pula ketentwan  hukum VAT
mengatur akibat-akibar hubungan-
nya Bangsa  Indonesia,
Undang-undang No. 1 Tahun
1974 vang dikenal dengan Undang-

b

undang  ferkawinan.  Undang-
undang  ini dinvatakan  efektil
berfaku  tahun (9735 artinva
mengikat  seluruh Bonpsa  Indo-

nesia. Ada beberapa pendapal para
ahfi tentang Undang-undang No. |
Tahun 1974 tentanpg Perkawinan,
Amin (1978} menvatakan, bahwa
Undang undang baru ini membaws
teberapa penyimpangan dar
bukum vang berlaku, Antara lzin,
mengenal ukum Poligami yang
berlaku dikzlanpan Umat 1slam.
Amin menjelaskan babwa Undang-

andang  bharu ini menetapkan
sebagai berikut ;
L.Petkawinan  pada  dasarnya

adalah bersifat menogami (Pasal
3 avat 1.
2.Penyimpangan dari ketentuan ini
terjadi, bilamana s suami vang
mgin berpolizcami,  setelah
mengajukan permohonan, mem-
perolel izin dari pengadilan.
Memperoleh izin ini idak
mudah Pasal 2 dan 5 menenmkan

Surwgl Anieopodogi 1V 722004

Handvowan

syarat-gvaral bagi dapal
mengajekan  permohonan dan
mempereleh izin berpolipami.
selanjutnya Pasal 35 ayal
(L} Undang undane No. 1 Tahun
1974 vang berbunvi : “farty
benda vang diperolehr sofama
fperkawinan  wtenjadi haria
bersama™  Hal  ini juga
mendapat keitikan tentang apa
vang dimaksud denpan Hukum
masing-masing  apakah  tidak
akan tmbul kesulitan vang tidak
mungkin diztasi, andaikala harus
dihadapt suan keadaan dimana
pengaturan haria bersama harus
dilakukan  alas  adat  yang
berbeda-heda, adat yang herlaku
bagi masing-masing suami isten

dan  adat mereka ini beren-
angan  sale =ama  lain,
Sclanjutnya pendapat dari

Hazairin dalam karyvanya vang
berjudul = “Tiujawan nengenai
Cndang-undang No. [ Fahun
[974", adalzh basil usaha uniuk
menciptakan Hukum  MNasional
yaitu bukum yang herlaku umuk
setiap warga negara RI, selain
sungguh mematuhi - Falsafas
Pancasila dan Undang undang
dlazar 19435,

Undang undanp Momor 1

tahun 197 Pasal 3 ayat 2
berbunyl - Pengadifan  dapt

mentheri izin kepada seovang
suami nnituk beristeri febil dari
seorang  apabila  dikefionduki



Heraraaarir

ededr pilak-pihak youg bersang-
kretenr. Menurut Hazairing hal ini
merepakan zuatuy contoh
pembaharuan  tatsic Lmal
[slam di Indonesia,

Dahull  dalam  prakick
berlaku  bahwa  poligami  tidak
twnduk pada Pengawasan Hakim
yaitn  berdasarkan  ajaran  Fikib
Mazhab Syafei. Wakiu it orang
bebas melakukan Poligami
et kemauvannya Sampm
dengan cmpat ister. Sedangkan
perlakuan suami yang tidak adil
diserahkan  kepada  isteri  untuk
menyelesaikan secarn damai ataw
mengadukannya  kepada  Hakim
(Cadi). Sedangkan dalam Undang-
unclang Moo 1 Tahun 1974 lentang
Perkawinan  meskipun  suami
mempunyai peluang untuk beristeri
lebih dari satu orang akan tetapi
prosedurnya  relatif sulit. Suami
tidak dapat secara  sewenang-
WETIANE beristeri  lagi  tanpa
mendapat  perselujuan islert
peTlamanya.

Selanjuinya  Hazairin me-
npenat Pasal 35 Undang undang
No.l  Tahun 1974 icnlang
Perkawinan berpendapat  balwa
Cur'an tidak mengandung kesatuan
lentang harta  bersama dalam
perkawinan. Qur’an surat 4 ayat 32
banysa menegaskan bahwa
perempuan  dan  laki-laki  sama-
sama berbak untuk berusaba dan
untuk memperoleh  rejeki dlari

bagi

1]

usphanys  masing-masing,  sc-
dangkan laki-laki dan  perem-
puan dalam ayat o tidak dapat
diartikan sebapai suami isterd
Resimpulannya bahwa Qur'an
tdak mengator lembaga hara
bersama dalany perkawinan vailu
bahwa  setiap  sesuatu  vanp
diperoleh  suami atau isten
secara usaha  masing-masing
atan usaha  bersama menjadi
hana bhersama  dalam  perka-
winan, Segala sesuar yang tidak
diatur dalam Qur'an dan jugn
dak  diatur aleh Muhammad
SAW schagal pelaksanaan lebih
lanjut  mengenal  suaty  avat
Qur'an yang belum cukup jelas
bagzi umat. menjadi hak olonomi
selipp masyarakat lslam menga-
tarnyva.

3. Pengertion Gender

S goara  mendasar penger
Wt tian gender berbeda dari

E -
jenis kelamin

pengertian
bialogis. Kedua istilab tersebut
merupakan Lonsep Varge
mempunyai  perhedaan  yang
sanpat mendasar,  Keduanya
kadang-kadang  disamakan  sc-
hingga mengaburkan penjelasan
hubungan antara  laki-laki dan
perempuan.

[stilah seks menunjukkan
pada perbedaan secara biologis
dan anatomis antara  laki-laki

dvrviad Arreopelogd VeT-2004



dan  perempuan.  Jems  kelamin
hiologis  merupakan  pemberian,
kita dilahirkan  sebagar  scorang

laki-laki atau seorang perempuan.
Tadi  jenis  kelamin  merupakan
perbedaan laki-laki dengan wanita
berdasarkan  biologis  (Umar,
[009-: 35),

Pengertian  jenis  kelamin
merupakan pensifatan Ataul
pemibahagian dua  jenis  kelamin
manusia yang ditenlukan - secary
hiplogis vang melckat pada jenis
kelamin teriente (Fakih Mansoer,
(907 - 7%

Pengikut Teori Naturc vang

aksteim beranggapan balwva
perbedaan psikologis antara [aki-
laki dan  perempuan  disebabkan

olch fuktor biologis kedua insan
i,

Secara hiologis, perempuan
mengemnan  Peran  yang hiasa
dikenal istilah 3 M yang tidak
dapat  dilakukan maupun  digan-
ikan kaum laki-laki. Peran 3 M
tersebut adalah peran vang sifatnyva
kodrati yaitu  (M1)  menstruast,
M2y mengandung, (M3) mela-
hirkan. Peran 3M vang dimaksud
merupakan  karakteristik  dan
perbedaan  jenis  kelamin  sesuai
fungsi seks fisik manuesia sebagai
makhluk biologis ciptaan Tuhan
(Megawanpt Ratna, 1999 : 93).
Sementara ilu gender metupakan
perbedaan secara sosial, kultural
dan psikologis antara laki-laka dan

Fureiad Antrapofopd 177 7= 2004

Heudraati

wanita  vang  diciptakan  oleh
masyarakat fiu sendin, Konsep
gender yakni swvatu sifat vang
melekat  pada  kauwm  laki-laki
maupun perempuan i dikenal
cantik, emosienal dan  seba-
gainya (Fakih Mansoer, 1997 :
8). Gender, perbedaan tingkah
laku antar jenis kelamin yang:
merupakan hasil bentukan
masyvarakat, [Sogially Construc -
fed). Sifatnyva bukan biologis dan
bukan Kodrt Tuban, melainkan
diciptakan  oleh  masvarakal
melalui sebual proses sosial dan
budaya wvang panjang.  Oleh
karena itw gender berabah dari
waktu ke waktu dart saly 1emypat
ke tempat lain babkan antama
kelas yang satu dengan vang lain
{Jurnal Analisis Sosial-Analisis
Giender  Dalam Memabami
Persecalan Perempuan, Edist
tabin [ 95, Pemikiran
mengenai  pecbedaan  jenis
Lelamin ada  dalam  setiap
masvarakal. Nilal yang melckal
pada perbedaan jenis kelamino
tersebut digunskan  scoara
berbeda sebagal  pertimbangan
untuk  membandingkan  antara
laki-laki dan perempuan. Misal-

nva sifl agresif  dikaitkan
denpan  kelaki-lakian  dalam
kebanyakan masyarakat, padahal
sifar  terschut  tdak  selalu
berhubungan denzan perbedaan
hinlogis, melainkan sosial,

1
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Dalam spesies primal perempoan
dapat lebib agresif ketika anaknva
diancam (lihat Merns, [967) Hal
ini membuktikan bahwa sifat-sifal
feminim bukan merupakan kondist
hiclogis semata, melainkan diben-
tuk secara sosial.

Sementara 1w menurul
Women's  Studies  Encyclopedia
dijelaskan bahwa gender adalah
suaty konscp  kultural  vang
berupaya membuat perbedaan da-
lam hal peran, peeilakuy, mentalitas
dan karakteristik emosiomal antara
laki-laki  dan  perempuan  vang
berkembang  dalam  masvarakat
(Helen Tilmev (ed) dalam Lmar,
15999 - 33), Gemder secara umum
digunakan untuk mengideniifikasi
perbedaan laki-laky dan perenipuan
dari sepi sosial budaya, Gender
lehiby banvak berkonsentrask
kepada  aspek sosial  budaya,
peikologis dan aspek non biologis
lainmya.

Hilary M. Lips dalam
bukunya Sex and Gender @ Awn
froduction mengartikan  gender
sebagai  harapan-harapan  budaya
icthadap laki-laki dan perempuan.
Kantor Menteri Negara  Urusan
Peranan Wanita memakal dengan
gjaan “Gender”, gender dianikan
sehagal  interpretasi mental  dan
kultural — terhadap  perbedaan
kelamin  yakni  laki-laki  dan
PErEmrLIELD.

4, Undang-undang Perkawi-
man dalam Prespeltif Gender

|l<; ajian gender pada dasar-
PN nva tidak  dimaksudkan

potuk membuat kesamaan kedu-
dukan antara perempuan  dan
laki-laki.  Akan  rtetapi lebih
ditekankan pada kapian lenlang
sejanh mana berbagal kebijakan
vang dibual merupgikan perent-
puan atau tdak. Oleh karena 1o
telaah fentang  Undang-undang
Perkawinan  dalam  perapekiif
oender haruslah dilihat  dalam
kerangka  antuk  menganalisis
apakah pasal-pasal vang menga-
tir hubungan antara suami, 1steri
dan anak baik selama
perkawinan  berlangsung  mau-
pun setelab terjadinya perceraan
mergnkan  perempuan atau
tidak.

4.1. Dasar Perkawinan

' alam  bagian mengenal
-

d syarat-svarat  perkawi-
nan, pasal-pasal vang  kurang
mencerminkan perspekul gender
tercdlapat pada  Pasal 3 dan
Pasal 4.

Pasal 3 ayat {1) vang
berbunyi ; “Pada asasnya dalam
suatu perkawinan seorang pria
hanya boleh memipunyat scorang

isterf, Seorang  wanita  hanya
boteh moempunyal  seprang

Juenald Avtropologr FYT-2004




suami™,  Membaca  bunyl  pasal
ierscbut  dapat  dikatakan  bahwa
pada dasarmya Undang-undang Moo
1 Tabhun 1974  menganut  asas
monogami  dalam  perkawinan.
Meskipun demikian pada dasarnya
asas ini tidak diberlakukan secara
muilak, karena terdapat pasal fain
vang mengatur mengenat poligams.
Dengan demikian  sebenarnya
Undang-undang ini menganul asas
menogami terbuka artinva masih
terbuka  kemungkican  untuk
melakukan poligami bapi  pibak
laki-laki {Wivanti, 2001 ; 41
Dalam literatur antropelogi
terdapat dua bentuk  perkawinan

vailu  manogami  dan poligami.
Perkawinann  monogani adalah
perkawinan  antara  salu - suami
deppan satu Isterl. Sedangkan
perkawinan  poligamt  adalah
perkawinan  lebih  dan seorang
suami  ataw  isteri.  Sedangkan

bentuk poligami vang kedua adalah
poliandri, waite  seoptang  Isterl
dengan  lebih  dari salu suami
(Koentjaraningrat, 1981 @ 103}

Asas monoegami merupakar
asas vang dianut olch scbahagian
besar keluarga inti dari jumlah
pendlisduk. dunia karena pengaruh
bentuk-bentuk kelvarza ol yang
dikenal bangsa-banpsa Lropa dan
Amerika (1bid, hal 106).

Apabila  kita  perhatikan
Pasal 3 ayat | tersebul nampak
bahwa kedudukan wanita dan laki-

el Antrogologd V72004

Henirmaant

laki  kelihatan  diperlakukan
secard sama. Keduimya
diperbolehkan melakukan per-
kawinan monogami. Akan tetap
pada ayal 2 pada pasal vang
sama  memperlihatkan  bahwa
beduodukan vang sama lersebor
menjadi berbeda  ketika  suami
diberi 1zin untuk beristert lam

TRl

sementara  untuk  isterh  tidak
dischutkan secara jelas. Suami
dapat  diberikan  in untuk

beristerl lebih dari sata apabila
dikehendaki  oleh  pihak-pibak
vang  bersangkutan  seperti
terlihat dalam Pasal 3 avat 2
vang berbunyi @ “Pengadilan
dapal  memberi  izin kepada
seorang suami uniuk  beristerd
lebih  dam seorang  apabila
dikehendzaki oleh  pihak-pihak
vang bersangkutan™, [z kawin
lagi bagi suami wang masih
lerikat aleh perkawinan tersebut

memperlthatkan babwa  kedu-
dukan  suami  diangoap  lehik

tinggi bila dibandingkan dengan
ister. Ketentuan tentang
poligamt i jelas menunjukkan
posisi  subordicat  perempuan
dihadapan  laki-laki  (Katja-
sunghkana, 1999 : 71),

Pengaturan poligami im
tidak banya menunjukkan bahwa
dalam istitust perkawinan posisi
tawar menawar perempuan lebik
rendah dibanding laki-laki 1etap
mepunjukkan  bahwa  negara
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memihak laki-laki dengan mele-
pithpast nilai-nilai seksuabtas dan
cender  perempuan yang  hidup
didalam masyarakat, Hal ini dapat
difihat dalam svarat-syarat  vang
harus dipenuhi jika suami hendak
polizami  seperti  terlihat  dalam
Pasal 4 ayat 2. Dalam Pasal 4 ayal
2 dinvatakan bahwa “Pengadilan
dimakswd ayat 1 pasal iml hanya
memberikan izin seorang  suami
ving  akan  beristeri  lebih dar
seorang apabila 5 a. Isteri tdak
dapat  menjalankan  kewajiban
sebapai  seorang  isteri, b Isteri
mendapat  cacat  badan  alauv
penvakit  vang  tidak  dapat
discmbubkan, ¢. Isteri tidak dapal
melahirkan keturman.

Dari  svarat-syarat  diatas
bisa dilihat babwa seorang isteri
dituntut untuk  melakukan  pela-
vanan secara sempurna  lerhadap
suami, Isteri  ditempatkan pada
lungsi melayani, sebagai nampak
dalam persvaratan apabila cacat
badan atau  menderia suatu
penvakil berat, karena ia cacal
badan dan  menderita penvakil
herat, fungsinva melayani suzmi
akan tidak maksimal.  Fungs
lainnva adalah fungsi reproduksi,
terutama  dalam  hal melzhirkan
keturunan, Maka jika fungsi in
lergangoy, perempuan lidak lavak
menjadi isterd, suami dapat mencar
pengpanti dengan kawin lagi.

Materi dalam  Pasal 4
ayal 2 pada dasamyva berujuan
mempersulit  laki-laky  untuk
beristeri  lagi  dengan  mem-
herikan persyaralan rang
dianggap akan dapal mencepah
terjmlinya poligami. Akan tetapi

dalamy  prakteknya  kelentuan
tersebut belum dapat diteraphkan
untuk  mempersulit  tegadinya

berpoligini. Beberapa ketentuan
dalam Undang-undang  dibuat

seolab-olah untuk ini semakin
memperketat.  padahal  secara
tidak [langsung tetap membe-

rikan peluang bagl suami unluk
dapat beristeri lagi lebih dari
spiu. Kenapa demikian, karena
didalam  pasalnya tidak
dijelaskan  umpama  fentang
sakit, sakit vang bagaimana, apa
sakit bawaan lahir atau memang
ketika  swdah menjadi suami
isteri. Kalau bawaan lahir berarti
suami sebelum menikah sudah
tahu bahwa istent memang cacat
sebelumnva. Dan kalau
alasan kenapa 1a kawin sebelum
i, Seandmieya cacat it scielah
kawin, proses seperli itu juga
menvudutkan  perempuan  lagi
Setelah  ia menderita  dengan
kekuranpan ditububnya, kareno
ia tidak sempurpa lagi, si isteri
lalu ditinggal swami begitu saja.
Kenapa  demikian,  karena
seakan-akan 1sterl hanva untuk
kebutuhan sex saja. DMsamping

it
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iy penegakan  hukum  terhadap
pelanggaran ketentuan yang telah
diatur dalam Pasal 4 {2) belum
dilakukan sccara maksimal, Dising
dapat dilihat babwwa undung undang
tidak  berspekiif  gender. karena
tidak dijelaskan secara lransparan.

177 negara Malaysia usaha

itk mencegah terjadinya
pologami dilakukan dengan
memberikan  syarat  yang  lebih
berat dibandingkan dengan
Indonesia,  Berdasarkan  Undang-

undang [Hukum Tslam tahun 1984
seorang  laki-laki  vang  berniat
menyunting isteri kedva atan £ dan
selebihnyve  untek  mengajukan
permohonan  kepada Lembaga
Pengadilan Syariat dengan janji
mengikal yang menyatakan :

1. Dasar-dasar adil dan

semestinya untuk berpaligami

yang

2. Pendapatan dan  svarat-syarat
kewsjiban dan  kemanmypuan
finansial

3, Jumlah angaota yang

ditangpens  vang  dibasilkan
dari perkawinan vang diajukan,
dan
4, Persetujuan dari pihak  isten
atau isteri-ister] scbelumnya
Pengajuan pendaftaran itu
akan  dirckam  dalam  Kamera
dengan dihadirl si pendafiar dan
isteri atau  isteri-isterl lain Tz
akan dapat diberikan apabila
penpadilan mendapatl syaral-syaral
tacli dapat diterima, yaitu

Jweenal Asiropedogt VY T A
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1. Perkawinan sang  diajukan
ilu bersifat adil dan perlu

berdasarkan niat haik,
ketidakmampuan [sik mela-
kukan  hubungan  suami

isteri, ketilaksehatan mental
isterifisteri=isteri schelumnya
(zilal

2. Pemohon mempunyal semua
keperluan untuk menopang
kehidupan seluruh isteri dan

kehidupan  keluarga  yang
ditanieung.
3. Pemohon  harus  dapal

memperlakukan isteri-isteri-
nya secara adil,

4, Perkawinan yang  diajukan
tidak berakibat pada dharar
svar'i’  bagi  isteri-isteri
sebelumnya atau  puerka-
winan vang diajukan tidak
mendatangkan akibat nega-
(if, baik secara lanpsung
maupun  tidak  terhadap
kualitas hidup isteri / isteri-
ister sebelimnya  dan
keluarga yang  ditanggung
{Adam, 199945 - 46).

Disamping  u Pasal 4
ayat 2 juga tidak memberikan
penjelasan mengenal bagaimana

kalauw suami  sudab  terlanjur
beristeri?.  Menurut  scorang

Lierasti rusal atau baohava meson
hal sudah  ditetapkan  dalam
Huksist Islam, wvanz  memimpga isieri
dilam hal azama, hidup, pikican ataw
harta benda {Jines, 1994]

wang
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Hendrguwart

tokoh masvarakat vang  berhasil
diwawancaral mengatakan bahwa
“Dalam Pasal 4 svat 2 terdapat
gatn  kelemahan wvang  dapat
merugikan  isteri yaitu apabila
sugmi - sudah  terlanjur  berpo-
Hgami  tanpa  sewin  isterinya.
Apabila tanpa setabu 1slert sunn
kawin lagi, lalu isteri menga-
dukan  svami, lelapi  puiusan
pengadilan  walavpun  sudah
dihukum  tetapl  tidak  memau-
tuskan  hubungan  dengan  isters
mwda. karena  tidak  ada
wewenang Hakim untuk mence-
raikan pasangan yang baru tads,
Walaupun  isterinva  mengadu
dianggap percuma malah  sakit
hati suami tadi, sehingga tidak
diber nafkah dan mungki ceran,
Schingza  terlibat hak  wanita
untuk  mengadu  ada  tetapt
hubunpgan  suami  tdak  putus
dengan  isteri muda, Hal ini
disebalkan  karena tidak  ada
sugiu. upays hukum yang dapat
menjangkau setelah vonis
hukuman dijatuhkan™
Sedangkan  dart  ketiga
persyaratan yang ditemukan dalam
Pasal 4 ayat 2 dapat dilibat balvwa
vang dituntui  unfuk  memenih
persyaratan baik  dari segi
kewajiban, keschatan dan repro-
duksi  hanya  dari pihak  isteri,
sementara tidak ada satu syarat pun
vang harus dipenuhi oleh pibak
suami apabila ja ingin kawin lagi.

I Ty

Pertanyaan muncul  bagaimana
apabila  ketipa  persyaratan
tersebul semua bersumber dari
ataw akibat perbuatan suanu?,
Apakah suami tetap diizinkan
untuk kawin lagi. Hal im Gdak
diatar  dalam  Undang-undang
tersehul.

Ketiga persyaratan vang
dikermukakan  tersebut  justru
memperlihatkan semakin femah-
nva kedudukan wanita  dalam
keluarpn / ikatan  perkawinan,
Mbalik Pasal 4 avat 2 tersebut
apabila dilihat secara tersueat
memang kelihatan dapat mem-
berikan  perlindungan agar
perempuan terhindar dari per-
huatan sewenang-wenang sisimni.
Akan  tetapi  secara  tersicat
seheparnva membenkan  legiti-
masi suami untuk dapat kawin
lagi  berdasarkan  kelemahan
vang ada dalam din ister,

Mizalnva, tcrhadap ala-
san isteri tidak  dapat menja-
lankan kewajibannya  schaga
istert  akan  tmbul  persoalan
dalam keadaan bagaimanrakah
seprang isterd dapat dikatakan
tidak  menjalankar  kewajiban
sebagai isteri. Tidak dapat men-

jalankan kewajibannya schagal

istert selalu diariikan  sebagal
tidak dapat memenuhi  kebu-
tuhan sekswal suami sebenarnya
merupakan AnpEapan Yang
keliru.  Secara  biologis, pada

drrnal Anfropolfopd 7722004



it penegakan bukum terhadap
pejanggaran ketenluan vang telah
diatur «alam Masal 4 (2] belum
dilakukan secara maksimal. Disim
dapat dilihat babwa undang undang
tidak berspektif gender, karena
tidak dijelaskan sccara transparan,
i nepara Malaysia wsaha
mencegah terjadinya
palogami dilakukan denpan
memberikan  syarat  yang  lebih
beral dibandingkan dengan
Indonesia, DPerdasarkan  Undang-
undang Hukum Tslam tahun 1984
seorang  laki-laki wapg berniat
menvunting isteri kedua atau ¢ dan
selebihnya  unik mengajukan
permohovan  kepada  Lembaga
Pengadilan  Svariat dengan  janii
mengikat yang menyatakan ;
i. Dasar-dasar vang adil dan
semestinva untuk berpoligami
2. Pendapatan dan syarat-syaral
kewsjiban dan  Kemampuan
[Fransial
3. Jumlah angzola YN
ditanppung  wvang  dibasilkan
dari perkawinan yang diajukan,
dan
4. Persctujuan dari pihak isteri
atau isteri-ister sebelumnya
Pengajuan pendaflaran i
akan direkam  dalam  kamera
dengan dihadiri si pendaftar dan

uniuk

-

istert atau isteri-istert lain, Tzm
akan dapat diberikan apabila

pengadilan mendapall syarat-syaral
ladi dapat diterima, yaitu

Awrncl Anrropologt V200
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1. Perkawinan vang  diajukan
it bersifat adil dan periu

berdasarkan niat baik.
ketidakmampuan stk mela-
kukan  hubungan  suami

istert, ketidaksehatan mental

isterifisteri-istert sebelumnya

ipila),

Pemolion mempunyal semua

keperluan untuk  mencpang

kehidupan seluruh istert dan
kehidupan  keluarpa  vang
ditangeung.

Pemohen  harus  dapat

mempetlakukan isteri-ister-

nva sccara adil,

4, Perkawinan vyang diajukan
tidak berakibat pada dharar
syar'l’  bagi isteri-isteri
sebelumnya  alau  perka-
winan wang diajukan tidak
mendatangkan akibat nega-
i, haik secara lanpsung
mavpun  tidak  terhadap
kualitas hidup isteri / isteri-

b3

Turd

isteri sebelumnya  dan
keluarpas vang  ditanggung

{Adam, 1999 435 - 46).
Disamping itu Pasal 4
ayat 2 juga tidak memberikan
penjelasan mengenai bagaimana
kalau suami  sudab  terlanjur
beristeri?,  Menuret  seorang

¥ Berarti rusak ofzu bahaya menoru
hal wyang sudah  ditetapkan  dalam
[fukurm [slam, wang menimpa sler
dalam Ral azama, bidup, pikiean atau
hirrr benda {Jines, 19949

Ik
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tokoh masvarakal yang  berhasil
diwawancaral mengatakan bahwa
“Dralam Pasal 4 ayal 2 terdapat
satu  kclemahan  yang  dapat
mertgikan  isteri yaitw  apabils
snami  sudah  terlanjur  berpo-
ligami tanpa  sclzin  Isterinya.
Apabila tanpa setahu isterd suami
kawin lagi, lalu isteri menga-
dukan  suami, tetapi  putusan
pengadilan walaupun sudab
dilkum  tetapi tidak  memu-
luskan hubungan dengan  isterd
muda.  karena  tidak ada
wewenang Hakim untuk mence-
raikan pasangan vang baru tadi.
Walaupun  isterinya  mengadu
dianggap percuma malah  saki
hati suami tadi, sehingga tidak
diberi nafkah dan mungki cerai.
Sehingga  terlibat hak  wanita
untuk  mengadu  ada tetapi
hubungan suami  tidak  putus
denpan  isteri muda.  al ind
disebabkan karcna  tidak  ada
sual wpayva hukum vang dapat
menjangkau  setelah voms
hukuman dijatuhkan™
Sedangkan  dari ketiga
persyaratan yang ditemukan dalam
Pasal £ ayat 2 dapat dilthat bahwa
vang dituniul  unlek  memenuhi
persyaratan. haik  darl seg
kewsajiban, keschatan dan repro-
duksi  hanva  dari pibak  1sten,
sementara fidak acda sate syarat pun
vang harus dipenuhi oleh  pihak
siami apabila ia ingin kawin lagi.

10

Perlanvazan  muncul  bagaimana
apahbila ketipga PErsyaratan
tersebut semua bersumber dars
alan  akihat perbuatan suami?,
Apakah suami tetap dozinkan
untuk kawin lagi. Hal ind tidak
dintur  dalam  Undang-undang
tersebut.

Keliga persvaralan vang
dikemukakan  terscbut  justru
memperlihatkan semakin lemah-
ava kedudukan wanita  dalam
keluarga / ikatan  perkawinan,
Dibalik Pasal 4 avar 2 tersebut
apabila  dilihal  secara  tersurat
memang kelihatan dapat mem-
berikan  perlindungan agar
perempuan terhindar dari per-
buatan sewenang-wenang suami.
Akan  tetapl  secara tersisat
schenarmyva memberikan  legiti-
masi suami untuk dapat kawin
lagn  benlasarkan  kelemahan
vang ada dalam diri isteri.

Misalnya, terhadap ala-
san astert fidak  dapal  menja-
lankan  kewajibannya  sebagai
ister: akan  tumbul  persealan
dalam  keadaan bagabmanakah
seorang isterl dapat dikatakan
tidak  menjalankan  kewajiban
sebagat istert. Tidak dapat men-
jalankan kewajibannya sebagai
isteri sclalu diadikan schagai
tidak  dapat  memenuhi kebu-
tuhan scksual suami schenarmys
merupakan  anggapan Yang
kelirn,  Secara  biclegis, pada
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dasarnva  wanita  selalu dapal
memenubi kebutuhan seksual laki-
laki. Perempuan sccara biologis,
selalu  siap  kapan  =aja  unluk
memeneht kebutuhan seksoal laki-
laki. karena  perempuan  lidak
memerlukan kesiapan alat kelamin-
nva wntuk melakukan  hubungan
kelamin,  Sedangkan  kegagalan
dalam  berhubungan seksual bisa
jadi justru  bersumber  dar
ketidakmampuan  laki-laki (impo-
tensi).  Hal ini tdak  selalu
diberitahukan secara terbuka dalam
proses pengajuan kawin lagi. Laki-
laki tidak  diwajibkan  eoiok
membuktikan kemampuan seksual-
rva untuk dapat kawin lagi,
[Pemikian  juga  apabila
isteri dalam keadaan masih normal,
bahkan  menurut  pemeriksaan
dokter  tidak  ada  kelanan
(gangpuan}  pada jiwa  raganya,
tetapi di tempat tidur ia tidak
menimbulkan gairah cinta suami
telah teelalu jemw. apakah keadsan

isteri  demikian dapat  dikwa-
lifikasikan sebapai hal yang tidak
dapat  menjalankan  kewajiban

sebapai isteri dan karepanya dapat
dijadikan alaszan wntuk melakukan
poligami 7 (Abdurrahman  dan
Ridwan, 1978 ; 87

Sementara itu svaral istert
tidak dapat memberikan keturunan
menunjukkan  bahwa  seolah-olah
untuk mendapatkan anak hanyalah
lergantung paacla kesehatan

Surngd Awmprepodepe VO T-2004
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veproduksi isteri, Padahal kita
semua tabu bahwa isteri akan

dapat  hamil apabila  terfad
pembuzhan  sel telur  dengan
sperma suami.  Uniak i

diperlukan dua pihkak suami dan’
isteri vang sama-sama untuk
mendapatkan anak. Oleh karena
itu suami harus  berar-benar
jujur terhadap keschatan orgab
reproduksinya sebelum dipu-
tuskan  wnaluk  diperbolehkan
kawin lagi karena alasan isteri
tidak dapal memberikan keturu-
nan. DPengan demikian  svarat
isteri tidak dapat memberikan
Letrunan harus dibukiikan oleh
suami dan isteri. Apakah isterd
betul-betul mandul, atan sebalik-
nya  bagaimana  kalau  suami
vang mandul, Suami dan isteri
harus memeriksakan din sccara
hersama untuk metnbuk-
tikanmya. Pada Pasal 4 ayat 2
terscbul  hanya o istert  yang
dituntut, sementara suami tidak
dipcrsoalkan  oleh  karena  itu
suami yang akan kawin lagi atas
dasar alasan tdak mempunvai
keturnman,  agar  memberikan
keadilan bagi isleri, maka suami
juga harus membukiikan bahwa
ketidakmampuen  isterr  mem-
berikan  ketunman — memang
henar-benar hersumber  dari
bukan  dari  suami.
Keterangan lersebul seharasnya
dikerikan  olech  pithak  yang

15lery
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berwenang  dan  dipercayai oleh
suami 1steT,

Selanjutnya vang menyang-
kut caca badan atau penyakil yang
tidak discmbuhkin, THsint menim-
bulkan  pertanvaan,  sejachmana
usaha  vang  telah  ditempuh
terhadap kesembuhan  dari  apa
vanpg  diderita isteri,  schabiknya
tighak  dimuncutkan kalau kondisi
vang diderita oleh isteri terjadi
pada suami, Seorang isteri yang
cacol hadan dalam keadaan vang
hagaimanakal yang dapat dijadi-
Lan alasan  untuk  melakukan
poligami  bapi  seorang  suani
Andakan  scoring mendapal
kecelakaon  lalu  mengakibatkan
isteri lumpuh, bula matanya atay
hekas luka dalam vang merusak
Lecantikanova, apaksh ini dapat
menjadi bahan alasan buat suami
berpalipami.  Selanjutnva  menda-
patkan suslu penyakit yang betul-
betul  tidak  dapat  disembubkan
seperti - yang  dibayangkan  oleh
peraturan tersebut. Kalan memang
ada, kenapa Thanva ditimpakan
kepada istert saja,

Di  lain  pibak  didalam
Umlang-undang  Perkawinan  ter-
kandung prinsip dan asas tentang
wjuan dari perkawinan agar dapal
membentuk keluarza vang bahagia
dan  kekal. Disamping tujuan
petkawinan  maka  hak  dan
kewajiban isteri seimbang dengan
kedudukan suami dalam  rumah

108

tanggzi, MNamun setelah dicermat
bunvi  pasal  terscbut dengan
melihat  pelaksanaannya  di
masyarokat  ldak  seideal apa
adanya.

Dralam
isterl  ditinzgal
lama tanpa ada alasan bukum
vang dapit diterima Undang-
undang (misalnya hanya semala-
mata  kavena suami  mening-
palkan kewajiban tidak memben
nafkah, tidak ada  berita)
schingga isterl menderita maka
isterl dapal mengajukan  ceral
gugat ke Pengadilan Agama,
Akan tetapl depgan menuntup
ceral di Penpadilan isteni Gdak
dapat  menuntut  apa-apa  dari
hak-hak vang telah ditelantarkan
aleh  suami. Alasannya kalau
seandainya s1 svami memenuhi
kewajiban-kewajiban selama
istri ditelantarkan maka  luntu-
tan isteritya menjadi batal,
berani gugatan ceral tidak dapat
dikabulkan. Seperti dikemuka-
kan oleh informan Hakim di
Penzadilan Agama bahwa -

“lsteri  yang  ditinggalkan
suami tanpa ada alasan hukun,
vang hisa ditetima  oleh
Undang-undang hanya semata-
mata meninggalkan kewajiba-
mva, tidak  mla  memben
nalkah, tidak ada kabar berita,
isterl tidak mempunyal kesa-
lahan apa-apa dan karena isten

kasus  dimana
sl cukup
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terlale  lama  menderita  sede-
mikian rupa dia tidak tahan lag
dan iduk  sabar lagi.  Dia
menuntut cerai  depgan  alasan
talig  talag  mengajukan ke
Pengadilan, nanti dengan alasan
taliq dan talag itu di pengadilan
isteri ldak dapat menuntut apa-
apa  dari  hak-hak vang telah
ditelantarkan oleh suanu, alasan-
nya seandainya s1 suami il
memberikan  hak-hak  yang
selama ini terlantar berartl sudah
terpenuhi kewsjiban dari suami
sebagai tuntutan dari isterinya,
berarti gugatan cerai tidak dapat
dikabulkan.  Oleh  karena it
dipengadilan tidak  dipertim-
bangkan  bahwa suami  akan
memberikan  kewajiban  kepada
isteri maka dengan demikian
ougatan  isteri  dapat  diterima
anpa  menerima  spapun  dari
suaminya. e kalau suami datang
di  pengadilan, apalagt  kalaw
suaminya  tidak  datang  di-
pengadilan maka  tuntutannys
verstek. Dalam masalah ini kalau
kita melihat carl segd i, imi

pikiran wvang keluar dan Jalur
vang  ada  bahwa  suami
meninggatkan kewajibannya

akan tetapi kalau suami tidak
datang i pengadilan kemudian
hakim menilai babwa si suam
mampu  memberi  nafkah  dari
owaliban-kewajibannva  yang
selama ini  ditinggalkan, sebe-
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namva hakim bisa membe-
hankan kewajiban yang
ditelantarkan 1w dalam artan
bahwa pelangzaran i leta
jalan karena memang sudsh
teriadi, sekalipin SUAT
memberikan kewajibannya ha-
rusnya bepite, sehingga hak-
bk 1stert talak lerlantar™,

Hal iml tentu saja sangal

merugikan isterd, karena
pemenuhan kewajiban  suaml
vang  diberikan pada saal
tuntutan  cerai  dilakukan  oleh
isteri tidak  akan dapat
menghapus  penderitaan 1ster]

selama ditelantarkan suame,

4.2, Syarat-syarat Perkawinan

D alam  bagisn  mengerai
LA cyaratesyvarat perkawi-

nan, pasal-pasal vang  kuerang
mencerminkan perspektil gender
reridapat pada PPasal 11.
Undang-undang Mol
Tahun 1974 tentang Perkawinan
menyebutkan bahwa ; Pasal 11
aval {13, bagi searang wanita
vang  putus perkawinanmys
berlaku jangka tunggu, Pasal 11
avat {2), tengzang wakiu wunggu
tersebunt aval 1 akan diatur dalam
Peraturan  Pemermtah  lekih
lamjut. Bagi seorang isteri vang
putus  perkawinannys  berlaku
jangka wakiu ungeu  kecuali

1o
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apabila  dsteri  diceral  suaminya
i !
sebelum berbubungan.

Dalam  Peraturan Peme-

rimtal Mo, @ Tahun 1973 dijelaskan

dalam Bab VIl "asal 39 avar (1)

menyebikan - owaktu tunpgo bagi

seorang  janda sebagat dimaksud
dalam Pasal 11 ayal (2) undang-
undang ditentukan sehagai berikut -

a. Apabila  perkawinan  putus
karena kematian, waklu fungou
ditetapkan 130 hari,

b. Apahila  perkawinan
karema  porceraian, wakiu
tunggn  bagi yang  masih
berdatang bulan ditetapkan 3
kali  suer  dengan  sekurang-
kurangnya 90 hart dan bag

pulLs

vang  tdak  berdmang  bulan
ditetapkan 90 hari,
c. Apahila  perkawinan  putus

janda terscbot dalam keadaan
haimil, wakin tunggu  dalam
keadaan  hamil  diletapkan
sampal melahirkan.
Sedangkan Pasal 39 awvat
(2} menvebutkan ;- Tidar oda
werkin  fengsu Bagi jenda yang
NS perkawinan karena
JErCErQIGNT  sedanr gafoara Janda
fersehut dengon hekas  swominma
beluni pernalt terfadi fwbungan
kelamin"',
sclanjuinya Pasal 39 avat

(3} menvebutkan “Hagl
|.'.|E'J"IEl"J'!-!.'.'..l'i'|".'.|T o _.!?fn'|' TRy |':.'{i'r'|'-.'|']|"J'

percergian, tenggang wakil iRggu
difiitung sefak Jatehnya puiusan

pergadilan  veng mempuival
kekugian  hukum yang  tetap,
seacmghan  bagl  perkawinan

yang  pefus karesn bemaiion,
rengary wakln diliiiens sefak
Femiaiion Sami .

Pernyataan yang terdapat
baik dalam  Undang  undang
Perkawinan yang lertuang pada
Pasal 11 ayat (1) maupun
melalun Peraturan Pemerintah
Mg, 9 Tahun 1975 sebagai
peraturan  pelaksana  mencer-
minkan ketidak  keseimbangan
pender, karena  wakiu  tungou
hanya diberikan kepada ister,
sementara suami tidak.

Pemberian wakiu tunggu
bagi isteri yang bercerai tersebut
sebenamnya bertujuan batk vailu
untuk  mengetahyl  status anak
lersebut anak siapa 7. Melalw
masa fedaf 3 bulan tersebut
akan diketahul apakah perem-
puan  hamil  ketika  bercerai,
Meskipun tujuan terscbut baik
akan tetapt tetap menvudutkan
perempan,  Karcna  dengan
tenggang waktu tersebut ia tidak
akan  dapat melangsungkan
perkawinan  dengan  laki-laki
lain. Akan tetapi tidak demikian
dengan laki-laki,  menurut
ketentuan setelah vomis jatuh ia
baleh saja kawin lagi.

Dizsamping itu keentuan
mengenal  bapaimana  kalag
misalnya isterioya hamil, apa

darial Awtropofopd B 2004




ada langgung jawab darl mantan
suzami uotuk itu 7. Hal o tidak
diatue dalam  Undang-undang.
Denpan demikian pasal  tersebim
disamping memberikan beban yang
lebili berat bagl perempuan untuk
menunggy  xepastian kehamilan,
isteri tidak dilindungi hak-hakoya
apabila memang terjedi kehamilan
setelab  bercerai.  Pasal  tersebur
lebih banyvak melindunzi kepen-
tingan  [aki-laky daripada  perem-
puan. Oleh karena Hu agar terdapat
keadilan  perlu juga Jaki-laks
dibetikan masa tungou juga.

Disamping  itu,  Relentuzn
masa iddah bagt suami berguna
untuk  mencegah  agar  supava

mantan suami tdak menegelak dart
tangpungjawabnya terbadap pems-
berizn santunan terhadap anaknya
dengan  alasan  merekz  sudzh
berceral. Untuk il perle dipertegas
bahwa bagi suami vang putus
perkawinannya  juga perlu masza
tumgzn sama dengan isteri. Tujuan
dari pemberian masa funggu buat
MADIAT SUam 324r supaya i@ dapal

merasakan  arti dart zebuah
perpisahan  apar  dapat  berpikir
dalam  masa  npgge. Dar

kehidupan selama ini terlibat ada
vang baru seminggu pisah suami
sudah kawin lagh sementara ister
dinaruskan menunggu  habisnya
masa  faddah. Maza tungeu bam
bekas  suami vang  menceraikan

drnal Audeapodogy 72004
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Isterinya dengan
lunggunya sesual dengan
iedededds v ¥

Bagi perempuan, masa
tnggu untuk  suami  terscbut
dapat memberikan jaminan bagi
anak  yang  akan  dilahirkan,
Setelah apak lahir isteri vang
sudah berceral akan mempunyai
tangzung jawab dan beban untuk
menanggung biava anak, Oleh
karena 1tu manlan suami perle
dipertanyakan apa mau neme-
nubi tangpeng jawab atau tidak,

Meksn
ITIdsa

Menurut SenrAng aktivis
Perempuan ;
“Ralaw memang  negaa
melalui Undang-undang No, i

Tahun 1974 mau memberikan
hak dan kewajiban yang sama
anlara suami isterl maka juga
perlu dibert masa tungen buat
laki-laki, malzhan kalaa bisa
lebibh lama dari perempuan.
Dengan adanya, masa  iddah
lach dibarapkan agar mantan
suami  dapat  berpikir untuk
kembali kepada mantan isteri
vang cerml sebelulnva masih

dapat  menerima - hakoya
{nafkab iddah)™,

Sementara dalam
kenyataan mercka tidak punya
apa-apa lagi untuk  menagih
haknya. Walaupun ada
keberpithakan  undang-undang
terhadap  perempuan  nanmun
dalam  pelaksapzannyva  idak
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demikian, Hak nafkah dalam masa
iddah dan lainnya wang  sudah
diputuskan oleh pengadilan kadang
kala ldak dibayarkan oleh suami.
Dalam kasus vang demikian, tsten
tidak  dapat  menuntut haknya
karena tidak ada sualn jaminan

hukum terbadap hak vang akan

diterima  isteri.  Pejabal  yang
berwenang  hanva  mempunyai
kekuatan  sampai  vonis i

Penpadilan.  Seperti dikemukakan

oleh scorang tokoh masyarakat

Masrullah bahwa
“Kelemaban dart segi nafkah,
Bapak melihal o karena vonis
hakim mengatakan nafkzh harus
dibayarkan, apa dibavar / tidak
itu tidak dapat dimonitor lagi
alch  Hakim, BSeseorang  ceral
denpan telah ada vonis Mah-
kamah Sari’ah, namun  suami
berdalib tidak membayar
bagzimana  eksekusinya. Kalau
Pengadilan Negeri punya alat
(Polisy  misalnya @ seseorang
berperkara kalah, lalu dieksekusi
maka hadir Palis disitu {memang
perkaranya Perkara Perdata). Nah
sekarang  perkawinan  suedab
divonis  bagaimana  melakukan
eksekusi karena tidak ada alat.
Petkawinan  merupakan  per-
sgalan perdata, jadi tidak cukup
dengan perdata saja harus masuk
cnsur  publik.,  Sementara  d
Penpadilan Agama udak punya
alat pemaksa. Tapl harus ada

usaba pencegaban agar suami
tidak sewenang-wenang men-
cermikan  isterl.  Ada  suaiu
vonis 41 Pengadilan Negeri
Padang Panjang, dimana isteri
meminta gaj suami dipoiong
untuk  {isteri  telah dicerai)
letapl Penpadilan Agama tidak
mau  mematuskan,  alasannya
dart  “Pengadilan Apama
bukan wewenang kami memo-
tong 2an™, disinl perempuan
hak perempan (Isteri)
dirugikan. Sebagiknyva Penpa-
dilan Agama diber wewenang
kalan Undang-undang No. |
Tahun 1974 fentang  direvisi
nantl schingga bak natkah dan
isteri dapat terlindungi. Jadi
mienurat saya dalam memben-
tuk hukum tidak cukup dengan
Hukum ™asional saja karens
kita berbeda-beda, Ada isterd
tidak ceral olch suami 1ap
juga  tidak  dipulanpgt  oleh
suami lalu istert menuntet ke
Pengadilan uniuk memotong
gajl suami.  Echarusnya  hal
sepertl ind ada Undang-undang
vang menga- lumya sehingoa
istent dan anak tidak terlantar
Kalau kita perbatikan kepada
tujuan  dari  Undang-undang
umiuk melin- clung
perempan, tetapi sayvang tidak

didiskusikan  secara  terbuka,
Sebaiknya  setiap  Undang-
undang  wvang  dilabirkan
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diiringi dengan schush Perda
karcna ilu akan mengacu pada
sosial budaya masyarakat vang
bersanghutan.  Schingga  perem-

puan  ilu  nantinya  cdapat
terlindungi.  Setiap masyarakat
berbeda, misalnva  masyvarakat

Minanpkabau  bersifl  egaliter.
sehigga terlihat kalau  haknya
dirugikan. Dan ini berbeda pada
masyarakal  vang  mempunyal
stratifikasi, i Minangkabau dart
dulu ada suatn konsep kalau anak
PETEmpLn ditinggal aleh
suaminya, maka tidak  periu
cemas karena ada harta pusaka
(Tujuannmyva agar  kemenakan
tidak sengsara).

Kalaupun ada suatu upaya
hukum vang dilakukan olel pihak
Pengadilan dengan jalan eksckusi,
hal itu jarang dilakukan oleh pibak
Eksckusi  vang  akan
dijalankan terlalu memakan biayva
dan wakiu vang panjang schingga
menjadi tidak  menguntungkan
zecara finansial.

Eeetika Undang-undang me-
mutuskan kesetmbangan hak dan
kewajiban yapng sama akan tctap
terdlapat  faktor-faktor vang
berpengaruh seperti faktor pendi-
dikan, aparal yang bermain atau
ketidaklahuan  masvarakal  pada
umumaya maka mereka tidak dapat
menuniut baknva tersebul. Disam-
ping itu kebanyakan perempuan
vang  bercerai juga  Kurang

151,

lan
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memperhatikan haknya terschut,
Meskipun pada sanl pernikaban
sudah  dijelaskan oleh  Kantor
Uresan Agama (KLLA)Y tenlang

hak dan  Eewapiban  masing-
masing, akan tetapi it tidak
cukup,  Kebanyakan  mereka

kebingu- ngan ketika isterd ingin
menuntut haknyva tacdi, Dhsam-
ping itw keinginan  untuk
melakukan untutan untuk men-
dapatkan nalkah iddah  juga
dipengarubi oleh beberapa [akiog
misalnya dar: pihak  keluarga,
Mereka biasanya tidak hegitu
mendoreng untuk menuntut hak
iddahnva karena  kami  sudah
cerai. Trengan ungkapan scpert
digtas ini  maka para  ster
bigsanya hanya pasrah, karena
ini menyangkut budava. Sebab
di  masyarakat  kita  harus
menerima  apapun  karena  ia
suhah merupakan kodrat perem-
puan. Hal ini lebib dikungkung
pleh adat daerah masing-masing.

4.3 Hak dan
Suami Isteri

Kewsajiban

N #lam bagian hak  dan
L kewajiban  suami isterd
pasal-pasal yang kurang
mencerminkan perspektif gender
terdapat dalam Pasal 31, Pasal
34 dan Pasal 43 Undang uniang
Mo, | Tabun 1574,

13
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[Dalam Pasal 31 ayat (1)
Undang-undang  Perkawinan  me-
nvebutkan  bahwa:  “Hak  dan
kedudukan  suami isteri adalah
seimbang  dengan hak dan
kedudukan  suami dalam  rumah
tangga  dan  peroaulan  hidup
bersama  dalam masyarakal®”,
Demikian juga dengan Pasal 31
aval 2 bahwa masing-masing pihak

berhak  melakukan  perbuatan
hukum™.

Undang-undang Mol Ta-
hun 1979 tentang Perkawinan

bioleh dikatakan merapakan salsh
satu bentuk reformast hukum vang
dilakukan aleh Pemerintah zaat itu.
Schelumnya,  kebijakan hukum
selain dipengarubi  oleh kepen-
tingan polittk ckonomi negara dan
nilai-nilai  dominan vang  ber-
kembang  dalamy  masyarakat,
kebijjakan nepara untukl perempuan
uea sangal  dipengaruhn oleh
sistemy hukwwn  kolenial  yang
menerapkan pluralisme hukum
{Plwal  Legality) dan ketidak-
samaan  rasial  (Rocial  Lepalii,
Sepertt terlthat dalm Pasal 31 dan
Fasal 45 1ersebul.

Mamun  demikian,  Un-
dang-undang ini memperlibatkan
sikap  Pemerintah  vang  sangat

ambivalenfambigu. [ satu pthak
mengakul  Legal Capecity kaum
perempuan, hal im terlthat dalam
pernyataan Undang-undang Ierka-
winan vang menyalakan  bahwa

114

suami dan isteri mempunyai hak
dan kewsajilan yang sama untuk
melakukan  tindakan  hukun,
pengelolaan rumah tangpa dan

kegiatan  masyarakal,  Namun
dilain  pihak  Undang-undang
terschbut  jusiri: mengukuhkan
periman  berdasarkan jenis
kelamin  (Sex  Rofe)  dan
pelabelan  (Stratypey  terhadap

perempuan dan laki-laki dengan
membagt  secara  kaku  peran
perempuan di sekior domestik
dan peran laki-laki di sekoor
publik. [al ni terlihat dalam
pernyataan Pasal 31 avat {5)
vang menvalakan  bahwa
“Suami adalah kepala keluzrga
dan isteri ibu rumah tangea”™
Pasal 31 ayat {3) tersebut
merupakan  pembakuan  peran
gender, Pencpasan  inl meru-
pakan pengetatan Tungsi-funpsi
istert dan [ungsi-fungsi soami
sccara tegas. Artinya pasal ini
melegiimast  sccara  cksplisit
pembagian  peran berdasarkan
jenis kelamin yang berkembang
dalam  masvarakat.  Hal  ini
dipertepas dalam Pasal 34 vang
menvatakan bahwa ¢
(1) suamn wajtk melindungi
isterinya  dan  memberikan
segala sesuatunva keperluan
hidup berumah tangga sesuai
dengan kemampuannya.

Siienal Anreapolopd Ve 72000



{23 lsteri wajlb mengatur urusan
rumah tangza sebaik-baiknya,

(30 Iika  suamm atau isteri
melalaikan kewsajiban masing-
masing  dapat  mengajukan

augzatan kepada Pengadilan.

Pasal tersebul  merupakan
pengejawantzhan pala pikir
masvarakal  yang  mengangoap
Fahwa  peran  laki-laki  dim
perempuan sudah mutlak. Padahal
peran  laki-laki  dan perempuan
pada dasaroya dapal berubab sesuai
denpan  perkembangan  nilai-nilai
sgsigl  masvarakal, Trengan telah
dikbakukannya peran laki-laki dan
perempuan dalam  endang-undang

tersebut  maka  perempuan  lehih
banvak  dirugikan Hal ini
mencermikan  bahwa  pasal-pasal

vang membakukan peran laki-laki
dan  perempuzsn jelas  Kurang
mencerminkan  perspektif pender.
Untuk itu pasal terscbut tidak perlu
menyebutkan secara tepas kepala
kcluarga harus  laki-laki,  Dalam
kandisi  tertent  dimana  fungsi
schagal kepala Tumah langgs tidak
lagi bisa dijalankan oleh laki-lak:

isuami) maka perempuan  dapat
berperan  sebagai kepala rumsh
tanggs.

4.4, Putusnyva Perkawinan

D' alam bagian  putusnoya
perkawinan pasal-pasal vang

kurang mencerminkan

Jarieat Anfropodogi VY 72004
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pender terdapat dalam Pasal 39,

Pasal 39 avat (1} Undang-
undang No. 1 Tahun  [974
tentang  Petkawinan  herbunyi
sebagai  berikut : “Perceraian

hanya dilakukan didepan sidang
pengadilan setelah  pengadilan
vang bersanghutan berusaha dan
tidak  herhasil  mendamaikan
kedua belah pihak™,

Dari bunyi Pasal 39 avat
{1) Undang-undang Perkawinan
diatas jelas bahwa perceraian,

ceral  talak  hanva  dapat
dilakukan  di depan  sidang
Pengadilan.

Unidang-undang Pur-
kawman  dengan  peraturan
pelaksanaonnya yang  mem-
persukar  terjadinva  talak  ind
memang  sudah seharugnyva de-
mikian mengingat tajuan
perkawinan sendid uittuk
membentuk  keluarza  (rumah
tangga}  bshagia kekal dan
sejabiers  seperti  apa yang

tertuang pada Pasal 1 Undang-
undang Mo, 1 Tahun 1974,
Namun kenyatazn vang terjadi
di masyarakat masih dijumpai
suami vang melaksanakan talak
kepada sten bukan didepan
Pengadilan. Ada yang melak-
sanakan ceral dengan surat ceral
berlabel  segel  saja. Dalam
kondisi scpertl int secara hukum,
talak vang dijatubkan oleb suami
it belum sah, karena belum
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dilafarkan didepan Hakim (Fenga-
ilan.

Keteptuan  talak  harus
dilafarkan ke pengadilan  secars
hukum memang baik, akan letapt
dalamn  masvarakat vang tngkat
hukumova masih  rendah  maka
ketentuan  tersebut  memberatkan,
terutama bagi perempuan, Dari 23
responden vang diwawancaral yang
melakukan talak  didepan penga-
dilan hanya 40% saja yaitu dengan
cara verai pugat (20%) dan lalak
20940, Sedangkan  &0%  mela
fazkan talaknva dengan cara segel
{(40%) dan  hanya  diuvcapkan
didepan isterinya saja [20%).

Ketentuan  1alak
didepan pengadilan
meskipun SeLard hukum
memberikan  kepastian  terhadap
perempuan akan letapi sering justru
membuat slalus perempuan yang
ditalzk suaminva hanya dengan
kertas scpel atau dincapkan saja
menjadi tidak menenty, Hal ini
karena wanita sudah merasa benar-
benar sudah bereerat ketika sudab
diucapkan talak oleh dan hal iw
secara agama sudah sah, akan
ictapi  sebenarnya secara hukum
sehenarmya belun berceral,
Kondisi menyebahkan wanita lebib
banvak dirugikan,

Mizamping tu kedudukan
vamg  tidak  menentu lersebul
seringkali dimanfzatkan oleh laki«
laki untuk menghindari fanggung-

Tarus
tersehit
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jawabnva  lerhadap  anak  dan
bekas isterinyn, Dengan tidak
adanya kepastizn hukum
mengenai kedudukon  perem-
puan vang dicerai secara segel
dan  diucapkan  sajan  didepan:
isterinya terscbul, maka justru
memberikan peluang bagi laki-
laki  sccara  tidak  resmi
mempunyal isteri dua. Scmen-
tara ilu perempuan yang fidlak
diceraikan di depan pengadilan,
maka statusnya masih  meru-
pakan isteri dari suami terscbul,
Dengan demikian maka dia tidak
dapat kawin lagi. Sedangkan
suaminya dengan enzknya dapat
kawin lazi.

Berdasarkan  hasil  wa-
wancarn  dengan  para Hakim
dapat disarikan beberapa alasan
pasangan  suami o ister
bercerai Lidkak M
Pengadilan yaitu ;

a. Menurut  agama  (Islam)
perceraizn iu kalau sudah

Hi
VI

ke

dilafazkan oleh SUAmI
dengan  kata-kata  “saya
ceratkan/saya talak  kamu”

miaka ilu cerainya sal.

Bagi pasangan vang berceral

terulama isterl menganggap

denpan  scbuah pereerzian

maka untung tente  sudah

habis.

¢. Perceraian itu dirasa periu di
Penpadilan kalan menvang-
kut harta kekayaannya.
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d. Adanva semacam keengganan
dari pithak yang akan hercera
dischabkan proscsnya vang
panjang dan memakan wakiuy,
bigyva dan jarak.

e. Masih korangnya pengetabuan
masyarakat lerhadap Undang
undang Ne. 1 Tahun 1974 dan
proses  persidangan di Pe-
nzadilan.

5, Kesimpulan

P' asal-pasal  dann  Undang-
Slundang Mo, [ Tabun 1974

dianalisis  kurang  mencerminkan
Perspektil’  Fesetaraan
diantaranya terdapat dalam Pasal 3,
Pasal 4, Pasal 31 dan Pasal 39
Undang undang MNe. [ Tahun 1974

Palam Pasal 3 ayat (1)
terlihat babwa kedudukan wanita
dan laki-laki diperlakukan secara
Keduanya  diperbolelkan
melakukan perkawinan menogami,
Pada ke 2 dari Pasal 3
memperlibatkan bahwa kedudukan
vang sama menjadi berbeda ketika
suami diberi izin untuk beristet lagi
dengan  syaral-syaral  fertentu,
Svarat tersebut hanya di bebankan
kepada Relemuhan dari s wania
tanpa melihat  kekurangan  vang
juga ada pada 51 laki-laki.

Pada pasal 4 ayar (2},
spabila  dilihat  secara  tersurat
terlibat pasal  ini memberikan
perlindungan agar wanita lerhindar
dari  perbuatan sewepang-wenang

Cendler

HelIT1Es.

ayial
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suami.  Akan  telapi secara
lersirat sebenamya memberikan
lepitimasi suami uniok  kawin
lagi  berdasarkan  kelemahan
vang ada pada din s istri, karena
hanya st istri vang  tuntul
Serpuma SECAra biolegi
sementara  suami  tidak  dipes-
soalkan,

Pasal 11 ayat 2 teclibat

kurang mencerminkan  keseim-
bangan gender karena wakiu
tungga hanva diberlakukan

untuk 1strl saja sedangkan suami
liclak diperhitungkan.

Pasal 31 ayat 3 vang
menyatakan bahwa suami me-
rupakan pembakian peran pen-
der, Penegasan ini merupakan
pengetatan  fungsi-fungsi 15t
dan fungsi-Tungsi suami secara
legas,  Artinya  pasal ol
melegitimast secara eksplisic
pembagian  peran berdasarkan
jenis kelamin yang berkembang
dalam  mazyarakat. Hal iml
menunjukkan bahwa pasal-pasal
tersebut kurang mencer minkan
perspekif keselaraan gender.

Pasal 39 ayat 1 dilhat

gecard tersural sangal membe-
rikan  perlindongan  terhadap
perempuan, namun  kenmyataim

vang terjadi banyak perceraian
vane dilakukan diluar sidang
pengadilan yang mengakibatkan
kerwgian di pihak perempuan it
seniliri
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